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BUPATI GUNUNG MAS 
PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS 
NOMOR I } TAHUN 2021 

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GUNUNG MAS, 

I SALINAN I 

a. bahwa pelaksanaan pembangunan Daerah harus 
dapat terlaksana dan mencapai sasaran atau tujuan 
serta berkesinambungan, sehingga diperlukan 
perencanaan pembangunan yang dituangkan ke dalam 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten 
Gunung Mas yang akan menjadi landasan bagi semua 
pihak dalam penentuan perencanaan ke depan; 

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 memuat kebijakan 
yang merupakan kesepakatan atau kesatuan pandangan 
dan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam 
penyelenggaraan dan merupakan sinkronisasi 
penjabaran secara konkrit, sistematis dan terukur dari 
Perubahan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 
2019-2024; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 
2022; 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten 
Seruyan, Ka bu paten Sukamara, Kabupaten 
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten 
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten 
Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 

2 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

4 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerinlah Daerah {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaha.n 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali Lerakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah 
Pengganli Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabi lilas 
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau 
dalam Rangka Menghadapi Ancan1an yang 
Membahayal<an Perekonomian Nasional dan/atau 
Slabililas Sistem Keuangan {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, 
Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia 
Nomor 6485); 

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573); 

9 . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 20 16 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887); 

l 0. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 
tenlang Penyelenggaraan Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, 
Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia 
Nomor 6634); 



12. Peraturan Prcsidcn Nornor 18 Tahun 2020 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

13. PeraLuran Menleri Dalam Negcri Nomor 86 Tahun 
2017 Len tang Tala Cara Perencanaan, Pengendalian 
Dan Evaluasi Pcmbangunan Daerah, Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, Serla Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

14. Peraturan MenLeri Dalarn Negeri Nomor 70 Tahun 
20 19 ten tang Sistern fnformasi Pemerintahan 
Daerah (Scrila Negara RepubLik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 1114); 

15. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 90 Tahun 
2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan 
Nomcnklatur Pcrencanaan Pembangunan Dan 
Kcuangan Daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

16. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 18 Tahun 
2020 tentang Pcraturan Pelal<.sanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 ten tang Laporan 
dan Evaluasi Pcnyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Serita Negara Repu blik Indonesia Tahu n 
2020 Nomor 288); 

17. Peraturan Menteri Dala.m Negeri Nomor 17 Tahun 
202 l Len Lang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja 
Pernerinlah Daerah Tahun 2022 (Serita Negara 
Rcpublik Indonesia Tabun 2021 Nomor 496); 

18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 
Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi 
Kalimantan Tengah Tahun 2006-2025 (Lembaran 
Dacrah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 
Nomor 16); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 
TaJ1un 2010 tentang Renca.na Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas 
Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 118); 

20 . Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 
11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Mcnengah Daerah Kabupaten Gunung Mas 
Tahun 20 19-2024 (Lernbru·a.n Daerah Kabupaten 
Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 274); 

21. Peralura.n Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah 
Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja 
Pernerin tah Daerah Provinsi Kal imantan Tengah 
(Serita Derah Provinsi Kalimanlan Tengah Tahun J. 
2021 Nomor 20) . 'Iv 
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MEMUT USKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS 
TAHUN 2022. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

DaJam Pera.tu ran Bupali ini yang dimal<Sud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas. 

2. Pemerintah Daerah adalah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerinta.han Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah olonom. 

3. B upati adalah Bupali Gunung Mas. 

4 . Dewan Perwakilan Ral<yat Daerah yang selanj utnya disebut DPRD 
adalah lembaga perwal<ilan rakyat daerah u n sur penyelen ggara 
Pemerintahan Daera.h. 

5. Sadan adalah Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah dan. 
Penelitian Pengembangan Kabupaten Gunung Mas. 

6 . Kepala Sadan adalah Kepala Sadan Perencanaan Pembangunan 
Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gunung Mas. 

7. Rcncana Kerja Pemerin tah Daerah yang selanjutnya disingkat 
RKPD adalah RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 . 

BAB II 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

Pasal 2 

RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 adalah Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022 sebagai 
penjabaran lebih Ian.j u t dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024. 

Pasal 3 

Kedudukan RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 2 merupakan acuan daJam menyusun KUA, PPAS 
dan Rancangan Anggar an Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2022. 

Pasal 4 

RKPD Kabu paten Gu n ung Mas Tahun 2022 disu sun dengan sistematika 
sebagai berikut: 
Bab I Pendahuluan; 
Bab II Gamba.ran Umum Kondisi Daerah; 
Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah; 
Bab JV Sasaran dan Priorilas Pembangunan Daerah; JI 
Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; 1 
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Bab VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Oaerah; 
Bab VII : Penutup. 

PasalS 

lsi beserta uraian RKPO sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

BABW 
KETENTUANPENUTUP 

Pasa16 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Oaerah 
Kabupaten Gunung Mas. 

Diundangkan di Kuala Kurun 
pada tanggal, 6 Juli 2021 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN GUNUNG MAS, 

TIO 

YANSITERSON 

Oitetapkan di Kuala Kurun 
pada tanggal, 6 Juli 2021 

BUPATI GUNUNG MAS, 

TIO 

JAYA SAMAYA MONONG 

BERITA OAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2021 NOMOR 559 

Salinan sesuai dengan asli nya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

~""'J~.LTO, SH 
17 200501 1 007 


